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bahwa merﬁenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pertanggung]awaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu
ditetapkan } Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran

_ Pertanggtm.awaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 201 1. -

1. Undang-I_Jndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daefah—
Daerah K;abupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839); | |

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

' Lembarargl Negara Nomor 3312} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-ljndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569};

3. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3852}, '

4, Undang-—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);



Undang-li]ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lcmbarah Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara .
Nomor 4355);

Undang—ﬁndang Nomor 1S5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pcngclola;an dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-tindang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pcmbang{man Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nombr 104,
tambahan lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah
(Lembarap Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-tindang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59?, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); |
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kcuangaﬁ antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 20b4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang—ﬁndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Rctribusiz Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahaxja Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbénmkan
Pcraturami Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53l, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Pcraturaﬁ Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Kcuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 2 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahum 2004 tentang Kedudukan
Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lcmbaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lcmbaraxfu Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara
Nomor 47‘12);

Pcraturan: Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuanganl5 Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana
Pcrimbansgan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4575);
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17.

18,

19,

20.

21.

22,

23!

24,

25.

26.

)
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangaﬂ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahail Lembaran Negara Nomor 4576); '
Peraturan: Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah .Kepada
Daerah %(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4577);
Peraturalii Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangaﬂ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambaha; Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusmjan Dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara T%lhun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585); |
Peraturaﬁ Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara T;hun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4857); i
Peratural_; Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaa;n Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembarajn Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4592);
Peraturax% Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangalil dan Kinerja Instansl Pemerintah (Lembaran Negarai Tahun
2006 Nonf'lor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
Peraturaxﬁ Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenégaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterang:;.n Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilain Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintrfih Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 19: , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
Peraturaﬁ Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Ne:gara/ Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83,
Tambaha:'n Lembaran Negara Nomor 4738});
Peraturala Pemerintah Nomor '41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangka“_t Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahah Lembaran Negara Nomor 4741);
Peraturax? Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangalil Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
18, Tambzahan Lembaran Negara Nomor 4972);
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36‘

37.

i
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. Pcraturari Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pcdoman

Pcnyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104 );

Pcraturar; Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pcmbcriaﬁ dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Rctribusi? Daerah { Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119,
Tambaha;n Lembaran Negara Nomor 5161 );

Pcraturar; Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart
Akuntansii Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahail Lembaran Negara Nomor 4503);

Pcraturaril Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pcdomanl_' Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa‘ kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahuri 2011; '
Pcraturaril Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pcngclonipokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pcrtanggl;mgjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Opcfasional
Pimpinar{ DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Pcraturar'; ~ Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2010 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah
Tahun Ar;ggaran 2011;

Pcraturar; Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pec!omani Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011,

Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2010 tentang
Pcdoman_ umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran
2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang
Pcdoman': Umum dan Alokasi Sementara Bantuan OPerasional Sekolah
bagi Pcm:arintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 ;
Pcraturafl Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang

 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupatén Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1
Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali
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N ¢ terakhir :dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15
' Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11
Tanggal 18 Juli 2007);
38. Peraturar_l Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Bantuan iKeuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengah éeraturm Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007
(Lembara_;l Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tanggal 12 Juli 2006);
39. Peraturax:; Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-Poicok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
(Lembarajn Daerah = Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tanggal
18 Desen:}ber 2006);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Penyerta:;n Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan
Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13

: . Tahun 2Ci)07 Tanggal 4 September 2007);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyertaén Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan
(Lembara?n Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007
Tanggalti September 2007); _

42, Peraturaxil Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Penyerta::;m Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 20 Oktober
2010); |

43. Peraturax;l' Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Anggarar‘} Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan

. | Tahun Anggaran 2011; |

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang
RencanafPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten' Pacitan
Tahun 2011 - 2016;

45. Peratura;'l Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Perubah::m Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pacitan 'It‘ahun Anggaran 2011; '

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN  TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
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,r Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :
1. Pendapatan = l '

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 48.359.915.660,96

b. Dana Perimbangan Rp. 9583.216.975.459,00

~ ¢. Lain -lain Pendapatan Asli - Rp. 226.660.054.982,94
Daerah Yang Sah f _ . _
:
{ Jumlah Pendapatan Rp. 858.236.946.102,90
!
2. Belanja ;

a. Belanja Tidak Langsung |
1) Belanja Pegawai Rp. 497.212.770.319,00

. 2) Belanja Bunga : .Rp. | -
3) Belanja Subsidi ‘ Rp. - )

4) Belanja Hibah Rp. 7.773.449.671,00

v T

5) Belanja Bantuan Sos1al Rp. 11.519.575.625,00
6) Belanja Bagi Has1l . Rp.  2.862.551.917,40
7) Belanja Bantuan Kpuangan Rp. 47.210.287.150,00
8) Belanja Tidak Tersangka Rp.  3.570.165.800,00

!

: Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 570.148.800.482,40
~ a.Belanja Langéuhg § , .
1) Belanja Pegawai - Rp. 26.501.880.289,00

@ 2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 106.747.844.723,54
3) Belanja Modal | Rp. 144.255.052.183,02
! Jumlah Belanja Langsung Rp. 277.504.777.195,56
{  Jumlah Belanja Rp. 847.653.577.677,96
i Surplus / { Defisit ) Rp. 10.583.368.424,94
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan i Rp. 49.363.870.121,77
b.Pengeluaran ' Rp. 3.000.000.000,00
. Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 46.363.870.121,77
; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 56.947.238.546,71
! Tahun Berkenaan
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: _ Pasal 2
Rincian Laporan Realisasi Anggaran sebagalmana dunaksud dalam pasal 1 tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupau Pacitan ini.
. y
_ Pasal 3 .
Ringkasan Laporan Realisatsi Anggarari sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih

lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran .

}
§
5

'; Pasal 4
Penjabaran Laporan Reahsa51 Anggaran sebagalmana dimaksud dalam pasal 3 tercantum

dalam Lampiran 11 Pcraturan Bupati Pacitan ini.

Al s

- Pasal 5 .
.!amplran sebagaimana chmaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan baglan yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupatl Pamtan ini.

: Pasal 6
1) Peraturan Bupatl Pamtan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

B

2) Agar setiap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Pcraturan ‘Bupati ini
dalam Berita Daerah ' '

g

.’ S . " Ditetapkan di Pacitan
S ' Pada tanggal \ & -7 -2012
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BUPATI PACITAN

i .

H _ .
i .
3 .

INDARTATO

% B e s e gk e

R b R L ety T ghpd e, ed o



i

;

. ;

?
i .
i Pasal 2

Rincian Laporan Realisasi Ariggaran sebagaunana dunaksud dalam pasal 1 tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupat1 Pacitan ini.
?
. Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih
lanjut ke dalam Penjabaran I;,aporan Realisasi Anggaran .

i

i
1

_ : Pasal 4
Pen_labaran Laporan Rea11sas1 Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum

dalam Lampiran II Peraturan Bupat1 Pacitan ini.

_-’
1
H

; Pasal 5
z.rnpiran sebagaimana dima:lksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati Pacitan ini.
.‘ Pasal 6

§
K}

1) Peraturan Bupati Pacitan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2) Agar setiap orang mengétahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dalam Berita Daerah |

R R P

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 Juli 2012

R it o b e ke

BUPATI PACITAN

| ttd

| INDARTATO

Diimdangkan di Pacitr;ln

Pada tanggal 16 Juli 2012
. “=

' SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
!
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) Ay,
Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya

NIP 19571017 198303 1014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2012 NOMOR 23



